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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARGAASIH 
(RKP Desa) TAHUN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA MARGAASIH, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama 

dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil 

masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa 

dan atau skala kecamatan/kabupaten;  

  b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau 

skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan 

daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, 

yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa); 

  c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan 

Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait 

dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya 

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;  

  d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Margaasih 

Tahun 2018. 

   

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 



Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851);   

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;    

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di 

Desa; 

  11. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata 

Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

   



  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2013 Nomor 12) 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);  

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 

Nomor 19); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08); 

  20. Peraturan Desa Margaasih Nomor : 04  Tahun 2015  tentang  RPJM Desa 

tahun 2015 – 2020 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DAN 

KEPALA DESA MARGAASIH 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  PERATURAN DESA MARGAASIH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DESA   (RKP Desa) TAHUN 2018 

   

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  



5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

6. Bupati adalah Bupati Bandung. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.  

`8. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa.. 

11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.  

12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun. 

Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

17. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpangan 

uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,  selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa. 

20. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa 

yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa 

dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 



21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.  

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat 

desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

23. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 

koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. 

24. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi 

keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa. 

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung 

seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank 

yang ditetapkan. 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

27. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

  

BAB II 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa 

Pasal 2 

(1). Rencana Kerja Pemerintah  Desa Margaasih Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut 

 a. BAB I PENGANTAR 

   - Pendahuluan  

- Dasar Hukum 

- Tujuan dan  Manfaat 

- Visi – Misi Desa 

 

 b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

   - Kebijakan Pendapatan Desa 

- Kebijakan Belanja Desa 

 c. BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN  

   - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDes Tahun 

sebelumnya  

- Identifikasi masalah berdasarkan  RPJMDes 

- dentifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat   

- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan 

Pembangunan Supra Desa 

   -  



 d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA  

   - Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun berjalan 

- Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan 

Pusat. 

- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ 

Sektor 

 e. BAB V PENUTUP 

  LAMPIRAN 1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa 

2. Pagu Indikatif Desa 

3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke desa 

4. Rancangan RKP Desa 

5. Daftar usulan RKP Desa 

6. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa 

7. Berita acara rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa 

(2) 8. Isi Rencana Kerja Pembangunan   Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Rencana Kerja Pembangunan  Desa tahun 2018  merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah 

Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan  Desa Tahun  2018. 

Pasal 4 

Berdasarkan Peraturan Desa  ini   yang selanjutnya disusun Rencana Program/ Kegiatan dan dimasukan  

dalam APB Desa  Tahun anggaran 2018. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pembangunan tersebut   dilaksanakan  secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh 

Pelaksana Kegiatan dan pengguna angaran lainnya dengan penggunaan  dana  melalui penyusunan 

RAB ( Rencana Anggaran Belanja )  

 

BAB  III 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

PENETAPAN RKP Desa 

 

Pasal 6 

(1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk 

mengambil keputusan yang dikoordinir oleh BPD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang 

Desa; 

(2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang desa dalam Perencanaan 

pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. 



  

BAB  IV 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan  Desa RKP Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala 

Desa. 

Pasal  8 

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan 

menempatkan dalam Lembaran Desa. 

 

Ditetapkan di       : Desa Margaasih 

Pada Tanggal       :  11 September 2017 

Kepala Desa Margaasih 

 

H. IYEP JAMALUDIN, S.Sos 

Diundangkan di Desa  Margaasih   
Pada Tanggal    12  September 2017 
  Sekretaris Desa, 
 
 
 
       JUANDA 
BERITA DESA MARGAASIH 

NOMOR    07  TAHUN  2017 


